
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KATA PENGANTAR 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan ridho- 

Nya penyususnan Standar Pelayanan Publik ( SPP ) Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Kubu Raya tahun 2019 dapat diselesaikan. Penyususnan ini memberikan 

gambaran tentang tata cara atau prosedur Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sesuai Permen 

PANRB No. 15/2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 

Standar Pelayanan mempunyai peranan yang penting dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah, baik bagi Pemerintah Daerah sebagai perangkat yang memberikan 

pelayanan kepada masyarakat maupun bagi masyarakat yang mendapatkan pelayanan. Bagi 

Pemerintah Daerah Standar Pelayanan Publik menjadi tolak ukur (benchmark) penentuan 

yang diperlukan untuk menyediakan pelayanan urusan wajib. Dengan adanya Standar 

Pelayanan Publik akan menjadi acuan untuk menilai kualitas pelayanan publik yang 

disediakan Pemerintah Daerah. 

Besar harapan kami, laporan ini dapat digunakan sebagai bahan untuk penyusunan 

Standar Pelayanan Publik Kabupaten Kubu Raya dan menjadi bahan dalam pengambilan 

kebijakan dibidang pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil. 

Sungai Raya, 2019 

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil 
en Kubu R 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

a. Pembentukan Badan, Dinas dan Kantor 

Dalam upaya meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah di bidang Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil, Pemerintah mengeluarkan kebijakan nasional, berupa: 

1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah 

dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-

undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Admnistrasi Kependudukan; 

2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan; 

3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata 

Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil 

4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata 

Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil 

5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis 

Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional; 

6) Beberapa peraturan Menteri Dalam Negeri terkait pelaksanaan tugas lembaga Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil. 

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya 

merumuskan kebijakan Daerah, berupa: 

1) Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah; 

2) Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu 

Raya; 

3) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Nomor 2 

tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan 

Sipil; 

4) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 

Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. 



Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah dibentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Penyelenggara 

urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sedangkan Kedudukan, 

susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Kubu Raya mengacu pada Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun. 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya adalah salah satu Lembaga 

Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kubu Raya Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kubu Raya nomor 42 tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, bahwa kedudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin 

oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati 

melalui Sekretaris Daerah. 

Adapun fungsi-fungsi dari kelembagaannya adalah sebagai berikut: 

1) Penyusunan program kerja di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 

2) Perumusan kebijakan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 

3) Pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum di 

bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 

4) Pelaksanaan administrasi  dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 

5) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 

6) Pembinaan unit pelaksana teknis dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 

7) Pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan 

8) Pelaksaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Penempatan fungsi-fungsi pemerintahan tersebut berada dalam struktur organisasi dan dalam 

operasionalisasinya menjadi bagian dari lingkup besar tugas pokok dan fungsi Badan Penanaman 

Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya. 

 

 

 

 

 



b. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi 

Untuk mencapai efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi teknis kelembagaannya, maka 

berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2016 dirumuskan struktur organisasi 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut: 

1. Kepala Dinas 

2. Sekretariat, membawahi 3 (tiga) sub bagian: 

2.1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 

2.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahi 3 (tiga) Seksi, yaitu: 

3.1. Seksi Identitas Penduduk 

3.2. Seksi Pindah Datang Penduduk 

3.3. Seksi Pendataan Penduduk 

4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi 3 (tiga) Seksi, yaitu : 

4.1. Seksi Kelahiran 

4.2. Seksi Perkawinan dan Perceraian 

4.3. Seksi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian 

5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, membawahi 

3 (tiga) Seksi, yaitu : 

5.1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 

5.2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan 

5.3. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan 

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 

7. Kelompok Jabatan Fungsional 
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Adapun komposisi struktur kelembagaan, tugas dan fungsi sebagai berikut: 

1) Kepala Dinas 

Tugas : Memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan, membina, mengarahkan, 

mengevaluasi, mengawasi, melaporkan dan melaksanakan kegiatan 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan kebijakan Bupati dan 

Peraturan Perundang-Undangan. 

2) Sekretariat 

Tugas : Membantu Kepala Dinas dalam menyusun rencana kerja, pengendalian dan 

evaluasi, penyusunan laporan dan administrasi keuangan, penyelenggaraan 

ketatausahan dan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, 

hukum, hubungan masyarakat, perlengkapan dan administrasi  umum.   

Sekretariat, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab 

kepada Kepala Dinas. 

Fungsi : a. Penyelenggaraan perencanaan operasional, pengendalian, evaluasi, 

penyusunan program dan administrasi serta laporan keuangan; 

b. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan dan kepegawaian 

pengembangan kepegawaian, organisasi, tatalaksana dan hukum; 

c. Pelaksanaan urusan perlengkapan, umum, perjalanan dinas dan 

kehumasan; 

d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program kerja dinas; 

e. Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; 

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Sekretaris membawahi : 

a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 

Tugas : Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana kerja, 

penyusunan laporan kegiatan serta pengelolaan administrasi keuangan 

Fungsi : a) Perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Sub Bagian 

Perencanaan dan Keuangan; 

b) Melaksanakan kompilasi dan penyelarasan program kerja; 

c) Pengumpulan bahan penyusunan rencana kerja anggaran; 

d) Pelaksanaan tata usaha keuangan; 



e) Pengumpulan dan pengelolaan, monitoring dan evaluasi 

penyelenggaraan program kerja dan keuangan; 

f) Pengorganisasian kerja sesuai tugas dan fungsi di Sub Bagian 

Perencanaan dan Keuangan; 

g) Penyusunan dan pengelolaan bahan laporan pelaksanaan program kerja 

dan keuangan; dan 

h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Tugas : Mengumpulkan dan mengolah bahan administrasi umum, perlengkapan, 

perjalanan dinas dan urusan kehumasan, ketatausahaan, administrasi 

kepegawaian, pengembangan pegawai, organisasi, tatalaksana dan hukum 

serta menyiapkan bahan laporan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional 

dan pengawasan melekat. 

Fungsi : a) Perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Sub Bagian Umum 

dan Kepegawaian; 

b) Pengelolaan ketatausahaan yang meliputi urusan surat menyurat dan 

kearsipan; 

c) Pelaksanaan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai 

ASN internal dinas; 

d) Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan dinas; 

e) Pelaksanaan urusan hukum; 

f) Penyiapan bahan laporan tindak lanjut pengawasan fungsional dan 

pengawasan internal; 

g) Pelaksanaan pengadaan, penyaluran, penyimpanan serta pemeliharaan 

peralatan dan perlengkapan; 

h) Pengelolaan urusan protokol dan kehumasan; 

i) Pelaksanaan administrasi perjalanan dinas; 

j) Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya; 

k) Penyusunan bahan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas di 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

l) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

 



 

3) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 

Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan 

kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk.  

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di 

bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

Fungsi : a. Perencanaan dan penyusunan operasional program kerja bidang pelayanan 

pendaftaran penduduk; 

b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang 

pendaftaran penduduk; 

c. Perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk; 

d. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran 

penduduk; 

e. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk; 

f. Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk; 

g. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk; 

h. Penyusunan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran 

penduduk; dan 

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk membawahi : 

a. Seksi Identitas Penduduk 

Tugas : Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan dan koordinasi serta pelayanan dan penerbitan identitas penduduk. 

Fungsi : a) Perencanaan dan penyusunan program kegiatan Seksi Identitas Penduduk; 

b) Pengumpulan dan pengelolaan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang 

identitas penduduk; 

c) Pelaksanaan kegiatan, fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan tugas dan 

fungsinya; 

d) Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di 

Seksi Identitas Penduduk; dan 

e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 



b. Seksi Pindah Datang Penduduk 

Tugas : Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pindah datang 

penduduk. 

Fungsi : a) Perencanaan dan penyusunan program kegiatan Seksi Pindah Datang 

Penduduk; 

b) Pengumpulan dan pengelolaan bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi 

Pindah Datang penduduk; 

c) Pelaksanaan kegiatan, fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan tugas dan 

fungsinya; 

d) Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di 

Seksi Pindah Datang Penduduk; dan 

e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

c. Seksi Pendataan Penduduk 

Tugas : Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pendataan penduduk. 

Fungsi : a) Perencanaan dan penyusunan program kegiatan Seksi Pendataan 

Penduduk; 

b) Pengumpulan dan pengelolaan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang 

pendataan penduduk; 

c) Pelaksanaan kegiatan, fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan tugas dan 

fungsinya; 

d) Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di 

Seksi Pendataan Penduduk; dan 

e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

4) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil 

Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan 

kebijakan di bidang pelayanan pencatatan sipil.  

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di 

bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 



Fungsi : a. Perencanaan dan penyusunan operasional program kerja bidang 

pelayanan pencatatan sipil; 

b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang 

pencatatan sipil; 

c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelayanan pencatatan sipil; 

d. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil; 

e. Pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil; 

f. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil; 

g. Penyusunan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang 

pelayanan pencatatan sipil; dan 

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Bidang Pelayanan pencatatan sipil membawahi : 

a. Seksi Kelahiran 

Tugas : Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan 

kelahiran. 

Fungsi : a) Perencanaan dan penyusunan program kegiatan Seksi kelahiran; 

b) Pengumpulan dan pengelolaan bahan perumusan kebijakan teknis di 

bidang kelahiran; 

c) Pelaksanaan kegiatan, fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan tugas dan 

fungsinya; 

d) Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas 

di Seksi Kelahiran; dan 

e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

b. Seksi Perkawinan dan Perceraian 

Tugas : Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pencatatan perkawinan dan 

perceraian. 



Fungsi : a) Perencanaan dan penyusunan program kegiatan Seksi perkawinan dan 

perceraian; 

b) Pengumpulan dan pengelolaan bahan perumusan kebijakan teknis di 

bidang perkawinan dan perceraian; 

c) Pelaksanaan kegiatan, fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan tugas dan 

fungsinya; 

d) Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas 

di Seksi perkawinan dan perceraian; dan 

e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

c. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian 

Tugas : Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan 

pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan status 

kewarganegaraan dan pencatatan kematian. 

Fungsi : a) Perencanaan dan penyusunan program kegiatan Seksi Perubahan Status 

Anak, Pewarganegaraan dan Kematian; 

b) Pengumpulan dan pengelolaan bahan perumusan kebijakan teknis di 

bidang Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian; 

c) Pelaksanaan kegiatan, fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan tugas dan 

fungsinya; 

d) Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas 

di Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian; dan 

e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya.  

5) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data 

Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan 

kebijakan di bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, 

kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen 

kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.  

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, dipimpin  

oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala 

Dinas. 



Fungsi : a. Perencanaan dan penyusunan operasional program kerja bidang 

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan,  pemanfaatan data 

dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan 

serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan; 

b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis 

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan,  pemanfaatan data 

dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan 

serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan; 

c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan Pengelolaan 

Informasi Administrasi Kependudukan,  pemanfaatan data dan dokumen 

kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi 

pelayanan administrasi kependudukan; 

d. Pelaksanaan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan,  

pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi 

kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan; 

e. Penyusunan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang 

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan 

Data; dan 

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data 

membawahi : 

a. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 

Tugas : Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi 

Kependudukan, tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta sumber 

daya manusia teknologi informasi. 

Fungsi : a) Perencanaan dan penyusunan program kegiatan Seksi Sistem Informasi 

Administrasi Kependudukan; 

b) Pengumpulan dan pengelolaan bahan perumusan kebijakan teknis di 

bidang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; 

c) Pelaksanaan kegiatan, fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan tugas dan 

fungsinya; 



d) Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas 

di Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; dan 

e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

b. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan 

Tugas : Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan Pengolahan dan Penyajian 

Data Kependudukan. 

Fungsi : a) Perencanaan dan penyusunan program kegiatan Seksi Pengolahan dan 

Penyajian Data Kependudukan; 

b) Pengumpulan dan pengelolaan bahan perumusan kebijakan teknis di 

bidang Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan; 

c) Pelaksanaan kegiatan, fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan tugas dan 

fungsinya; 

d) Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas 

di Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan; dan 

e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

c. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan 

Tugas : Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kerjasama administrasi 

kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi 

pelayanan administrasi kependudukan. 

Fungsi : a) Perencanaan dan penyusunan program kegiatan Seksi Kerjasama dan 

Inovasi Pelayanan; 

b) Pengumpulan dan pengelolaan bahan perumusan kebijakan teknis di 

bidang Kerjasama dan Inovasi Pelayanan; 

c) Pelaksanaan kegiatan, fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan tugas dan 

fungsinya; 

d) Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas 

di Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan; dan 

e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 



6) Unit Pelaksana Teknis Dinas 

7) Kelompok Jabatan Fungsional 

 

BAB II 

VISI, MISI DAN TUJUAN 

Visi yang dibangun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya mengacu 

pada visi Kabupaten Kubu Raya yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya tahun 2014-2019 yaitu: 

 

VISI   kabupaten kubu raya 

“Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya Yang Maju, Harmonis dan Berbudaya 

Serta MeMiliki Daya Saing” 

 

Sesuai dengan fungsi-fungsi kelembagaan dan untuk menjawab tantangan lingkungan strategisnya, 

maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencanangkan Visi dan Misi, yaitu: 

V I S I 

“MewujuDkan kualitaS pelayanan yang MakSiMal Dan MeMberikan 

kemudahan akses inforMaSi bagi MaSyarakat ” 

 

M I S I 

1. Pelayanan yang mudah dan cepat dalam penerbitan dokumen kependudukan; 

2. Tertib Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; 

3. Penyajian Data Kependudukan yang akurat, lengkap, mutakhir dan Informatif. 

c. Motto Pelayanan 

“RESTU” 

Ramah, Etika,Simpel,Tertib, dan Umum 

d. Janji / Maklumat Pelayanan 

“Kami siap dan sanggup melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah 

ditetapkan, apabila kami tidak memberikan palayanan secara profesional dan sepenuh hati, tegur 

dan laporkan ke unit/loket pengaduan.” 

e. Jenis-jenis Pelayanan 

• LAYANAN BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK 

1. Penerbitan Kartu Keluarga ( KK ) 



2. Penerbitan KTP - el 

3. Penerbitan Biodata Penduduk WNI 

4. Penerbitan Surat Keterangan Pindah 

5. Penerbitan Surat Keterangan Datang 

6. Penerbitan Surat Keterangan  Rentan 

7. Penerbitan Surat Keterangan Perekaman 

 

• BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL 

 

1. Penerbitan Akta Kelahiran  

2. Penerbitan Akta Kematian 

3. Penerbitan Akta Perkawinan 

4. Penerbitan Akta Perceraian 

5. Penerbitan Angka Pengakuan Anak 

6. Penerbitan Angka Pengesahan Anak   

 



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA 

        DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 
               Jalan Adi Sucipto, Km. 14,5  Telp. (0561) 6710434 

                     Email: disdukcapil@kuburayakab.go.id 

                                                            Sungai Raya                                          Kode Pos 78391 

 

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

KABUPATEN KUBU RAYA 

NOMOR:  70   / DUKCAPIL- A /2020 

 

TENTANG 

STANDAR PELAYANAN PUBLIK 

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

KABUPATEN KUBU RAYA 

 

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN KABUPATEN KUBU RAYA, 

 

Menimbang 
 
 
 
 
 
 
 
Mengingat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, perlu menetapkan dan menerapkan 
Standar Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Kubu Raya; 

b. bahwa untuk melaksanakan yang dimaksud sebagaimana dalam huruf a, perlu 
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kabupaten Kubu Raya; 

1. Undang–Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4674); 

2. Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu 
Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4751); 

3. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang  Keterbukaan Informasi Publik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

4. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  5038); 

5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara 
Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4829); 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menetapkan 
 
KESATU 
 
 
KEDUA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
: 
 
 
: 

6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 yang telah di ubah menjadi Peraturan 
Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk  
Berbasis Nomor Induk Kependudukan berbasis Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 293);        

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan 
secara Nasional; 

8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi 
Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan. 
 

MEMUTUSKAN 
 

 
Standar Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Kubu Raya sebagai tercantum dalam lampiran Keputusan ini. 
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan: 

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan 
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. 
 
 
                                             Ditetapkan di Sungai Raya 
                                           Pada tanggal 22 Maret 2019 
                           Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                      
                                                 Kabupaten Kubu Raya 
 
 
 
                            
                                                   Drs. H. ADRIANSYAH 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA 

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

KABUPATEN KUBU RAYA 

1. Kepala Dinas  mempunyai Tugas dan Fungsi 

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, adalah unsur pimpinan    

yang mempunyai tugas : 

 

 

 

 

 

2. Sekretaris mempunyai Tugas dan Pokok 

                           

3. Kasubag Rencana Kerja dan Keuangan mempunyai Tugas Pokok : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kasubag Umum dan Kepegawaian mempuyai Tugas pokok dan fungsi: 

 

1. Memimpin dan melaksanakan kegiatan  pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian   
2. Menyusun rencaana keja pada sub Bagian umumdan Kepegawaian 
3. Pengolah bahan ketatausahaan, ketrtiban, perlengkapan rumah tangga kebutuhan barang dan 

administrasi kepegawaian, pengembangan   pegawai 
4. Melakukan Keorganisasi tatalaksana dan hukum 
5. serta menyiapkan bahan laporan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional,  berdasarkan 

Peraturan 
6. penyusunan dan pengelolaan bahan laporan pelaksanaan program kerja dan Sub Bagian 

Umum dan Kepegawaian 
7. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya; 
8. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

1. Memimpin 
2. Mengkoordinasikan 
3. Menyelengarakan 
4. Mengevaluasi 
5. Dan mengedalikan kegiatan dinas 

1. Penyelenggaraan perencanaan, pengendalian, evaluasi, penyusunan 
program dan administrasi serta laporan keuangan 

2. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan dan kepegawaian, pengembangan 
kepegawaian, organisasi, tata laksana dan hukum; 

3. Pelaksanaan urusan perlengkapan, umum, perjalanan dinas dan kehumasan; 
4. Pelaksanaan urusan perlengkapan, umum, perjalanan dinas dan kehumasan; 
5. Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan 
6. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

1. penyusunan program kerja di Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan  
2. pelaksanaan kompilasi dan penyelarasan program kerja dinas;  
3. pengumpulan bahan penyusunan rencana anggaran dinas; 
4. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya 
5. penyusunan dan pengelolaan bahan laporan pelaksanaan program kerja dan 

keuangan 
6. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya; 
7. penyusunan dan pengelolaan bahan laporan pelaksanaan program kerja dan keuangan 

dinas; dan 
8. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 
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Standar Pelayanan Penerbitan Pencatatan  KTP – EL 
A. Komponen  Standar Pelayanan yang terkait  dengan proses penyampaian pelayanan 

 

NO. KOMPONEN  U R A I A N 

1 Persyaratan Pelayanan 1. Pemohon membawa bukti perekaman yang diparaf petugas kecamatan; 
2. Pemohon mengabil kartu antrian  untuk melakukan pengecekan, apakah  data 

sudah PRR atau belum; 
3. Jika sudah data sudah PRR pemohon mengajukan cetak. 

2. Sistem, mekanisme, dan 
prosedur 

1. Pemohon mengisi formulir permohonan; 
2. Pemohon melengkapi persyaratan; 
3. Pemohon memasukan berkas ke Front Office. 

3. Jangka Waktu Penyelesaian  Paling lambat  1 hari kerja setelah berkas lengkap. Sesuai Hasil rapat dinas 
tanggal 31 Januari 2019 di ruang rapat. 

4. Biaya / Tarif Sesuai dengan Undang-undang No.24 Tahun 2013 semua Administrasi Gratis. 

5. Produk Pelayanan 1. KTP Elektronik. 

6. Penanganan Pengaduan, 
saran dan masukan 

Aduan, Saran dan masukan dapat  dilakukan sesuai Prosedur 
1. Datang langsung             3. Telepon, HP, WA 
2. Melalui surat pengaduan  4. Facebook 

B. Komponen  Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi  
Meliputi : 

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 
24 Tahun 2013; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 102 Tahun 2012; 

3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata 
Cara Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

  2. 
 

Sarana dan Prasarana 1. Tempat duduk mengantri dan ber AC; 
2. WC; 
3. Tempat Laktasi; 
4. Tempat Parkir; 
5. Kotak Pengaduan; 
6. Difabel (Jalan Khusus); 
7. Sms GATEWAY; 
8. Tempat bermaina anak. 

  3. Kompetensi Pelaksana 1. Berpenampilan menarik (5S); 
2. Menguasai SOP; 
3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang 

terkait; 
4. Memiliki pengetahuan tentang tata kelola pemerintahan yang baik; 
5. Mampu berkomunikasi baik liasan maupun tertulis; 
6. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efesien; 
7. Mampu bekerjasama dalam tim; 
8. Mampu mengoperasikan komputer; dan mampu mengusai pengetahuan 

teknis. 

4. Pengawasan Internal 1. Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat 
evaluasi (setiap bulan) dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang 
dianggap penting; 

2. Dilakukan langsung oleh Kepala Dinas melalui CCTV di ruang Kepala 
Dinas;  



3. Kepala Bidang memantau pendaftaran, perekaman maupun pencetakan 
KTP-el. 

5. Jumlah Pelaksana Petugas Front Office, Operator, Kepala Seksi dan Kepala Bidang (10 orang). 

6. Jaminan Pelayanan Diwujudkan dalam Kualitas layanan dan produk pelayanan yang sesuai SOP 
dengan didukung SDM yang profesional dengan perilaku 5 S. 

7. Jaminan Keamanan dan 
Keselamatan Pelayanan 

Belum ada tenaga Kemanan. 
 

8. Evaluasi Kinerja Pelaksana Evaluasi pelaksana akan dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun untuk 
selanjutnya dilakukan perbaikan. 
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Standar Pelayanan Penerbitan Pencatatan Akta Kelahiran 

A. Komponen  Standar Pelayanan yang terkait  dengan proses penyampaian pelayanan 

NO. KOMPONEN U R A I A N 

1. Persyaratan Pelayanan 1. Surat keterangan dari bidan/dokter/SPTJM Kelahiran; 
2. Nama Indentitas saksi (fotocopy KTP), KK orang tua, Akta Perkawinan Orang 

tua/SPTJM Perkawinan; 
3. KTP orang tua untuk anak kurang 17 tahun. 

2. Sistem, mekanisme, dan 
prosedur 

1. Pemohon mengisi formulir permohonan; 
2. Pemohon melengkapi persyaratan; dan 
3. Pemohon memasukan berkas ke Front Office. 

3. Jangka Waktu 
penyelesaian  

Satu Hari Kerja jika berkas di antar sendiri. Sesuai hasil rapat dinas tanggal 31 Januari 
2019. Apabila lewat biro jasa paling lambat 14 hari kerja setelah berkas lengkap. 

4. Biaya / Tarif Sesuai dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 semua Administrasi Gratis. 

5. Produk Pelayanan Akta Kelahiran. 

6. Penanganan Pengaduan, 
saran dan masukan. 

Aduan, Saran dan masukan dapat dilakukan sesuai Prosedur. 
1. Datang langsung; 
2. Melaui surat pengaduan. 

B. Komponen Standar  Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan Internal Organisani 
meliputi : 

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, 
sebagaimana  telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
102 Tahun 2012; 

3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara 
Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

2. 
 

Sarana dan Prasarana 1. Tempat duduk mengantri dan ber AC; 
2. WC; 
3. Tempat Laktasi; 
4. Tempat Parkir; 
5. Kotak Pengaduan; 
6. Difabel (Jalan Khusus); 
7. Sms  GATE WAY; 
8. Tempat bermaina anak. 

3. Kompetensi Pelaksana 9. Berpenampilan menarik (5S); 
10. Menguasai SOP; 
11. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang terkait; 
12. Memiliki pengetahuan tentang tata kelola pemerintahan yang baik; 
13. Mampu berkomunikasi baik lisan maupun tertulis; 



14. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efesien; 
15. Mampu bekerjasama dalam tim; 
16. Mampu mengoperasikan komputer; dan mampu mengusai pengetahuan teknis. 

4. 
 

Pengawasan Internal -Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap 
bulan) dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting; 
-Dilakukan langsung oleh Kepala Dinas melalui CCTV di ruang Kepala Dinas. 

5. Jumlah Pelaksana Petugas Front Office, Operator, Kepala Seksi dan Kepala Bidang (10 orang). 

6. Jaminan Pelayanan Diwujudkan dalam Kualitas layanan dan produk pelayanan yang sesuai SOP dengan 
didukung SDM yang profesional dengan perilaku 5 S. 

7. Jaminan Keamanan dan 
Keselamatan pelayanan 

Belum ada tenaga keamanan. 

8. Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi pelaksana akan dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun untuk selanjutnya 
dilakukan perbaikan. 
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Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pindah Antar Kab/Kota dalam 1 Provinsi 

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait  dengan proses penyampaian pelayanan 

NO. KOMPONEN U RA I A N 

1. 
 

Persyaratan Pelayanan 1. Pemohon membawa KK, KTP Asli; 
2. Surat Pernyataan Persetujuan Pindah; 
3. Surat Pernyataan alamat tujuan / Surat keterangan pindah; 
4. Surat Kuasa (F1.03). 

  2. Sistem, mekanisme, dan 
prosedur 

1. Pemohon mengambil kartu antrian; 
2. Pemohon menyerahakan berkas ke petugas; 
3. Pemohon mendapat kartu pengambilan; 
4.  Pemohon mengabil kartu antrian; 
5.  Jika berkas sudah lengkap, pemohon menerima Kartu Pengambilan. 

3. 
 

Jangka Waktu 
penyelesaian  

Satu Hari Kerja (Seledri) sesuai hasil rapat dinas tanggal 31 Januari 2019 di ruang 
rapat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

4. Biaya / Tarif Sesuai dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 semua Administrasi 
Gratis. 

5. Produk Pelayanan Surat Pindah. 

6. Penanganan Pengaduan, 
saran dan masukan 

Aduan, Saran dan masukan dapat dilakukan sesuai prosedur 
1. Datang langsung;  
2. Melaui surat pengaduan.  

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan Internal Organisani 
meliputi :  

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, 
sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 102 tahun 2012; 

3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara 
Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

2. 
 

Sarana dan Prasarana 1. Tempat duduk mengantri dan ber AC; 
2. WC; 
3. Tempat Laktasi; 
4. Tempat Parkir; 
5. Kotak Pengaduan; 
6. Difabel (Jalan Khusus); 
7. Sms  GATE WAY; 



8. Tempat bermaina anak. 

3. 
 

Kompetensi Pelaksana 1. Berpenampilan menarik (5S); 
2. Menguasai SOP; 
3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang terkait; 
4. Memiliki pengetahuan tentang tata kelola pemerintahan yang baik; 
5. Mampu berkomunikasi baik liasan maupun tertulis; 
6. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efesien; 
7. Mampu bekerjasama dalam tim; 
8. Mampu mengoperasikan komputer; dan 
9. Mampu menguasai pengetahuan teknis. 

4 
 

Pengawasan Internal -Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi 
(setiap bulan) dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting; 
-Dilakukan langsung oleh Kepala Dinas melalui CCTV di ruang Kepala Dinas. 

5. Jumlah Pelaksana Petugas Front Office, Operator, Kepala Seksi dan Kepala Bidang (10 orang). 

6. Jaminan Pelayanan Diwujudkan dalam Kualitas layanan dan produk pelayanan yang sesuai SOP 
dengan didukung SDM yang profesional dengan perilaku 5 S. 

7. 
 

Jaminan Keamanan dan 
Keselamatan pelayanan 

Belum ada Tenaga Kemanan. 

8. Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi pelaksana akan dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun untuk selanjutnya 
dilakukan perbaikan. 
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Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pindah Antar Provinsi 

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan 

NO. KOMPONEN U RA I A N 

1. 
 

Persyaratan Pelayanan 1. Pemohon membawa berkas pindah ( F.1-38 ); 
2. Pemohon membawa KK asli dan KTP jika sudah ada; 
3. Surat Pernyataan alamat tujuan / Surat keterangan pindah; 
4.   Surat Kuasa( F1.03 ). 

2. 
 

Sistem, mekanisme, dan 
prosedur 

1. Pemohon mengambil kartu antrian; 
2. Pemohon menyerahakan berkas ke petugas; 
3. Pemohon mendapat kartu pengambilan. 

3. 
 

Jangka Waktu 
penyelesaian  

Satu hari kerja (seledri) sesuai hasil rapat dinas tanggal 31 Jaunari 2019 di ruang 
rapat Dinas Dukcapil. 

4. Biaya / Tarif Sesuai dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 semua Administrasi 
Gratis. 

  5. Produk Pelayanan Surat Pindah Datang. 

  6. 
 

Penanganan Pengaduan, 
saran dan masukan. 

Aduan, Saran dan masukan dapat dilakukan sesuai Prosedur. 
1. Datang langsung; 
2. Melaui surat pengaduan. 

B. Komponen Standar  Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan Internal Organisani 
meliputi : 

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan, 
sebagaimana  telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2006 telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 102 Tahun 2012; 

3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara 
Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

2. Sarana dan Prasarana 1. Tempat duduk mengantri dan ber AC; 
2. WC; 
3. Tempat Laktasi; 
4. Tempat Parkir; 



5. Kotak Pengaduan; 
6. Difabel (Jalan Khusus); 
7. Sms  GATE WAY; 
8. Tempat bermaina anak. 

3. 
 
 

Kompetensi Pelaksana 
 

1. Berpenampilan menarik (5S); 
2. Menguasai SOP; 
3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang terkait; 
4. Memiliki pengetahuan tentang tata kelola pemerintahan yang baik; 
5. Mampu berkomunikasi baik liasan maupun tertulis; 
6. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efesien; 
7. Mampu bekerjasama dalam tim; 
8. Mampu mengoperasikan computer; 
9. Mampu menguasai pengetahuan teknis. 

4. 
 
 

Pengawasan Internal -Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi 
(setiap bulan) dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting; 
-Dilakukan langsung oleh Kepala Dinas melalui CCTV di ruang Kepala Dinas. 

5. Jumlah Pelaksana Petugas Front Office, Operator, Kepala Seksi dan Kepala Bidang (10 orang). 

 
6. 

 
Jaminan Pelayanan 

Diwujudkan dalam Kualitas layanan dan produk pelayanan yang sesuai SOP 
dengan didukung SDM yang profesional dengan perilaku 5 S. 

7. Jaminan Keamanan dan 
Keselamatan pelayanan 

Belum ada Tenaga Kemanan. 

8. 
 

Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi pelaksana akan dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun untuk selanjutnya 
dilakukan perbaikan. 

 

Standar Pelayanan Permohonan KK baru bagi WNI 
A.  Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan 

NO. KOMPONEN U RA I A N 

1. Persyaratan Pelayanan Pemohon  membawa berkas pindah ( F.1-15). 

2. Sistem, mekanisme, dan 
prosedur 

1. Pemohon mengambil kartu antrian; 
2. Pemohon menyerahakan berkas ke petugas; 
3. Pemohon mendapat kartu pengambilan. 

3. Jangka Waktu 
penyelesaian  

3 hari kerja sesuai hasil rapat dinas tanggal 31 Januari 2019 di ruang rapat dinas. 

  4.  Biaya / Tarif Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 semua Administrasi Gratis, 
PERDA Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah 
dengan PERDA Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi 
Kependudukan. 

  5. Produk Pelayanan Kartu Keluarga. 

  6. 
 

Penanganan 
Pengaduan, saran dan 
masukan 

 Aduan, Saran dan masukan dapat dilakukan sesuai Prosedur.  
1. Datang langsung;  
2. Melaui surat pengaduan.  

B. Komponen Standar  Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan Internal Organisani 
meliputi : 

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminisrasi Kependudukan 
sebagaimana  telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 102 Tahun 2012; 

3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara 
Pendaftaran Kependudukandan Pencatatan Sipil; 
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4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang buku dan 
formulir yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 

2 
 

Sarana dan Prasarana 1. Tempat duduk mengantri dan ber AC; 
2. WC; 
3. Tempat Laktasi; 
4. Tempat Parkir; 
5. Kotak Pengaduan; 
6. Difabel (Jalan Khusus); 
7. Sms  GATE WAY; 
8. Tempat bermaina anak. 

3. 
 

Kompetensi Pelaksana 1. Berpenampilan menarik (5S); 
2. Menguasai SOP; 
3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang terkait; 
4. Memiliki pengetahuan tentang tata kelola pemerintahan yang baik; 
5. Mampu berkomunikasi baik lisan maupun tertulis; 
6. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efesien; 
7. Mampu bekerjasama dalam tim; 
8. Mampu mengoperasikan computer; 
9. Mampu menguasai pengetahuan teknis. 

 4. Pengawasan Internal -Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap 
bulan) dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting; 
-Dilakukan langsung oleh Kepala Dinas melalui CCTV di ruang Kepala Dinas. 

5 
 

Jumlah Pelaksana Petugas Front Office, Operator, Kepala Seksi dan Kepala Bidang (10 orang). 

6 
 

Jaminan Pelayanan Diwujudkan dalam Kualitas layanan dan produk pelayanan yang sesuai SOP dengan 
didukung SDM yang profesional dengan perilaku 5 S. 

7. 
 

Jaminan Keamanan dan 
Keselamatan pelayanan 

Belum ada petugas keamanan. 

8. 
 

Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi pelaksana akan dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun untuk selanjutnya 
dilakukan perbaikan. 

Standar Pelayanan Permohonan Perubahan KK WNI 
A. Komponen  Standar Pelayanan yang terkait  dengan proses penyampaian pelayanan 

NO. KOMPONEN U RA I A N 

1. Persyaratan Pelayanan 1. Pemohon membawa berkas BK-(1-05), F.1-16, F.1-03; 
2. KK, KTP, Ijazah, Kutipan Akta Lahir, Akta Kawin; 
3. Surat kuasa bagi yang ngurus orang lain (Foto Copy Ijazah, Akta Kelahiran). 

2 Sistem, mekanisme, dan 
prosedur 

1. Pemohon mengambil kartu antrian; 
2. Pemohon menyerahakan berkas ke petugas; 
3. Pemohon mendapat kartu pengambilan. 

3 Jangka Waktu 
penyelesaian  

Paling lambat 3 hari kerja setelah berkas lengkap sesuai hasil rapat dinas tanggal 
31 Januari 2019. 

4 Biaya / Tarif Sesuai dengan Undang-UIndang Nomor 24 Tahun 2013 semua Administrasi 
Gratis. 

5 Produk Pelayanan Perubahan Kartu Keluarga. 

6 Penanganan Pengaduan, 
saran dan masukan. 

Aduan, Saran dan masukan dapat dilakukan sesuai Prosedur 
1. Datang langsung; 
2. Melaui surat pengaduan. 

B. Komponen Standar  Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan Internal Organisani 
meliputi : 

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 
sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013; 
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2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 102 Tahun 2012; 

3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara 
Pendaftaran Kependudukandan Pencatatan Sipil; 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang buku dan 
formulir yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 

2. Sarana dan Prasarana 1. Tempat duduk mengantri dan ber AC; 
2. WC; 
3. Tempat Laktasi; 
4. Tempat Parkir; 
5. Kotak Pengaduan; 
6. Difabel (Jalan Khusus); 
7. Sms  GATE WAY; 
8. Tempat bermaina anak. 

3. 
 
 
 
 

Kompetensi Pelaksana 1. Berpenampilan menarik (5S); 
2. Menguasai SOP; 
3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang terkait; 
4. Memiliki pengetahuan tentang tata kelola pemerintahan yang baik; 
5. Mampu berkomunikasi baik liasan maupun tertulis; 
6. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efesien; 
7. Mampu bekerjasama dalam tim; 
8. Mampu mengoperasikan computer; 
9. Mampu menguasai pengetahuan teknis. 

4. Pengawasan Internal -Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi 
(setiap bulan) dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting; 
-Dilakukan langsung oleh Kepala Dinas melalui CCTV di ruang Kepala Dinas. 

5. Jumlah Pelaksana Petugas Front Office, Operator, Kepala Seksi dan Kepala Bidang (10 orang). 

6. Jaminan Pelayanan Diwujudkan dalam Kualitas layanan dan produk pelayanan yang sesuai SOP 
dengan didukung SDM yang profesional dengan perilaku 5 S. 

7. Jaminan Keamanan dan 
Keselamatan pelayanan 

Belum ada tenaga Keamanan. 

8. Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi pelaksana akan dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun untuk selanjutnya 
dilakukan perbaikan. 



Standar Pelayanan Penerbitan KK Hilang/ Rusak 
A.  Komponen Standar Pelayanan yang terkait  dengan proses penyampaian pelayanan 

 

No. KOMPONEN U RA I A N 

1. Persyaratan Pelayanan 1. Pemohon membawa berkas BK-(1-05), F.1.15; 
2. Surat Kehilangan dari Kepolisisan, KK yang rusak, menunjukan dokumen 

salah satu anggota keluarga. 

2. Sistem, mekanisme, dan 
prosedur 

1. Pemohon mengambil kartu antrian; 
2. Pemohon menyerahkan berkas ke petugas; 
3. Pemohon mendapat kartu pengambilan. 

3. Jangka Waktu 
penyelesaian  

Paling lambat 3 hari kerja setelah berkas  lengkap sesuai hasil rapat dinas tanggal 
31 Januari 2019. 

4. Biaya / Tarif Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24Tahun 2013 semua Administrasi Gratis. 

5. Produk Pelayanan Kartu Keluarga hilang/Rusak. 

6. Penanganan Pengaduan, 
saran dan masukan. 

 Aduan,Saran dan masukan dapat dilakukan sesuai Prosedur. 
1. Datang langsung;  
2. Melaui surat pengaduan. 

B. Komponen Standar  Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan Internal Organisani 
meliputi : 

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, 
sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 102 Tahun 2012; 

3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan tata cara 
Pendaftaran Kependudukandan Pencatatan Sipil; 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang buku dan 
formulir yang digunakan dalam pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 

2. Sarana dan Prasarana 1. Tempat duduk mengantri dan ber AC; 
2. WC; 
3. Tempat Laktasi; 
4. Tempat Parkir; 
5. Kotak Pengaduan; 
6. Difabel (Jalan Khusus); 
7. Sms  GATE WAY; 
8. Tempat bermaina anak. 

3. Kompetensi Pelaksana 1. Berpenampilan menarik (5S); 
2. Menguasai SOP; 
3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang terkait; 
4. Memiliki pengetahuan tentang tata kelola pemerintahan yang baik; 
5. Mampu berkomunikasi baik liasan maupun tertulis; 
6. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efesien; 
7. Mampu bekerjasama dalam tim; 
8. Mampu mengoperasikan computer; 
9. Mampu menguasai pengetahuan teknis. 

4. Pengawasan Internal -Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi 
(setiap bulan) dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting; 
-Dilakukan langsung oleh Kepala Dinas melalui CCTV di ruang Kepala Dinas. 

5. Jumlah Pelaksana Petugas Front Office, Operator, Kepala Seksi dan Kepala Bidang (10 orang). 

6. Jaminan Pelayanan diwujudkan dalam Kualitas layanan dan produk pelayanan yang sesuai SOP 
dengan didukung SDM yang profesional dengan perilaku 5 S. 

7. Jaminan Keamanan dan 
Keselamatan pelayanan 

Belum ada tenaga keamanan/Security. 
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8. Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi pelaksana akan dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun untuk selanjutnya 
dilakukan perbaikan. 

 

Standar Pelayanan Penerbitan Pencatatan Akta Kematian 
A.  Komponen Standar Pelayanan yang terkait  dengan proses penyampaian pelayanan 

NO. KOMPONEN U RA I A N 

1. Persyaratan Pelayanan 1. KTP,KK Asli, Saksi  2 Orang, Materai; 
2. Akta  Kelahiran ( SBKRI ); 
3. Akta Nikah; 
4. Surat Ganti Nama Bagi WNI; 
5. Surat keterangan dari Dokter/Paramedis; 
6. Surat Peryataan Ahli Waris dari desa diketahui camat. 

2. Sistem, mekanisme, dan 
prosedur 

1. Pemohon mengambil kartu antrian; 
2. Pemohon menyerahkan berkas ke petugas; 
7. Pemohon mendapat kartu pengambilan. 

3. Jangka Waktu penyelesaian  Paling lambat 1 hari kerja setelah berkas lengkap sesui dengan hasil rapat 
dinas tanggal 31 Januari 2019. 

4. Biaya / Tarif Sesuai dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 semua Administrasi 
Gratis. 

5. Produk Pelayanan Akta Kematian. 

6. Penanganan Pengaduan, 
saran dan masukan. 

Aduan, Saran dan masukan dapat dilakukan sesuai Prosedur. 
1. Datang langsung;  
2. Melaui surat pengaduan.  

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan Internal Organisani 
meliputi: 

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 
sebagaimana telah di ubah dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang–
Undang Nomor 23 Tahun 2006 telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 102 Tahun 2012; 

3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2006 tentang Persyaratan  dan tata cara 
Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2010 tentang buku dan 
formulir yang digunakan dalam pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 

2. Sarana dan Prasarana 1. Tempat duduk mengantri dan ber AC; 
2. WC; 
3. Tempat Laktasi; 
4. Tempat Parkir; 
5. Kotak Pengaduan; 
6. Difabel (Jalan Khusus); 
7. Sms  GATE WAY; 
8. Tempat bermaina anak. 

3. Kompetensi Pelaksana 1. Berpenampilan menarik (5S); 
2. Menguasai SOP; 
3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang terkait; 
4. Memiliki pengetahuan tentang tata kelola pemerintahan yang baik; 
5. Mampu berkomunikasi baik lisan maupun tertulis; 
6. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efesien; 
7. Mampu bekerjasama dalam tim; 
8. Mampu mengoperasikan computer; 
9. Mampu menguasai pengetahuan teknis. 
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4. Pengawasan Internal -Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi 
(setiap bulan) dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting; 
-Dilakukan langsung oleh Kepala Dinas melalui CCTV di ruang Kepala Dinas. 

5. Jumlah Pelaksana Petugas Pront Office, Operator, Kepala Seksidan Kepala Bidang (10 orang). 

6. Jaminan Pelayanan Diwujudkan dalam Kualitas layanan dan produk pelayanan yang sesuai SOP 
dengan didukung SDM yang profesional dengan perilaku 5 S. 

7. Jaminan Keamanan dan 
Keselamatan pelayanan 

Belum ada tenaga keamanan/ Security. 

8. Evaluasi Kinerja Pelaksana Evaluasi pelaksana akan dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun untuk 
selanjutnya dilakukan perbaikan. 
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Standar Pelayanan Penerbitan  Pencatatan Akta Perceraian 
A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait  dengan proses penyampaian pelayanan 

No. KOMPONEN U RA I A N 

1. Persyaratan Pelayanan 1. Salinan Kutipan Pengadilan; 
2. Mengisi formulir; 
3. Kutipan Akta Perkawinan. 

2. Sistem, mekanisme, dan 
prosedur 

1. Pemohon mengambil kartu antrian; 
2. Pemohon menyerahakan berkas ke petugas; 
3. Pemohon mendapat kartu pengambilan. 

3. Jangka Waktu penyelesaian  Paling lambat  1 hari kerja setelah berkas  lengkap sesuai dengan hasil rapat 
dinas tanggal 31 Januari 2019. 

4. Biaya / Tarif Sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 semua Administrasi 
Gratis. 

5. Produk Pelayanan Akta Perceraian. 

6. Penanganan Pengaduan, 
saran dan masukan. 

 Aduan, Saran dan masukan dapat dilakukan sesuai Prosedur.      
1. Datang langsung;  
2. Melaui surat pengaduan.  

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan Internal Organisani 
meliputi : 

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 
sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 102 Tahun 2012; 

3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tata 
Cara Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang buku dan 
formulir yang digunakan dalam pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 

2. Sarana dan Prasarana 1. Tempat duduk mengantri dan ber AC; 
2. WC; 
3. Tempat Laktasi; 
4. Tempat Parkir; 
5. Kotak Pengaduan; 
6. Gifabel (Jalan Khusus); 
7. Sms  GATE WAY. 

3. Kompetensi Pelaksana 1. Berpenampilan menarik (5S); 
2. Menguasai SOP; 
3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang terkait; 
4. Memiliki pengetahuan tentang tata kelola pemerintahan yang baik; 
5. Mampu berkomunikasi baik lisan maupun tertulis; 
6. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efesien; 



7. Mampu bekerjasama dalam tim; 
8. Mampu mengoperasikan computer; 
9. Mampu menguasai pengetahuan teknis. 

4. Pengawasan Internal -Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi 
(setiap bulan) dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting; 
-Dilakukan langsung oleh Kepala Dinas melalui CCTV di ruang Kepala Dinas. 

5. Jumlah Pelaksana Petugas Front Office, Operator, Kepala Seksi dan Kepala Bidang (10 orang.) 

6. Jaminan Pelayanan Diwujudkan dalam Kualitas layanan dan produk pelayanan yang sesuai SOP 
dengan didukung SDM yang profesional dengan perilaku 5 S. 

7. Jaminan Keamanan dan 
Keselamatan pelayanan 

Belum ada tenaga keamanan. 

8. Evaluasi Kinerja Pelaksana Evaluasi pelaksana akan dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun untuk 
selanjutnya dilakukan perbaikan. 
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Standar Pelayanan Penerbitan Pencatatan Akta Perkawianan 
A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan 

N O. KOMPONEN U RA I A N 

1. Persyaratan Pelayanan 1. Surat Keterangan dari pemuda yang bersangkutan; 
2. Ktp Suami / Istri; 
3. Pas Foto Suami Istri; 
4. Surat Pemberkatan dari gereja; 
5. Paspor Suami /Istri. 

2. Sistem, mekanisme, dan 
prosedur 

1. Pemohon mengambil kartu antrian; 
2. Pemohon menyerahakan berkas ke petugas; 
3. Pemohon mendapat kartu pengambilan. 

3. Jangka Waktu 
penyelesaian  

Paling lambat  14 hari kerja setelah berkas lengkap. 

4. Biaya / Tarif Sesuai dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 semua Administrasi 
Gratis. 

5. Produk Pelayanan Akta Perkawinan. 

6. Penanganan 
Pengaduan, saran dan 
masukan. 

Aduan, Saran dan masukan dapat dilakukan sesuai Prosedur.      
1. Datang langsung;  
2. Melaui surat pengaduan.  

B. Komponen Standar  Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan Internal Organisani 
meliputi : 

1. Dasar Hukum 1. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, 
sebagaimana telah di ubah dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2006 telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 102 tahun 2012; 

3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2006 tentang Persyaratan  dan tata cara 
Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang buku dan 
formulir yang digunakan  dalam pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 

2. Sarana dan Prasarana 1. Tempat duduk mengantri dan ber AC; 
2. WC; 
3. Tempat Laktasi; 
4. Tempat Parkir; 
5. Kotak Pengaduan; 
6. Difabel ( Jalan Khusus ); 
7. Sms GATE WAY. 

3. Kompetensi Pelaksana 1. Berpenampilan menarik (5S); 



2. Menguasai SOP; 
3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang terkait; 
4. Memiliki pengetahuan tentang tata kelola pemerintahan yang baik; 
5. Mampu berkomunikasi baik liasan maupun tertulis; 
6. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efesien; 
7. Mampu bekerjasama dalam tim; 
8. Mampu mengoperasikan computer; 
9. Mampu menguasai pengetahuan teknis. 

4. Pengawasan Internal -Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi 
(setiap bulan) dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting; 
-Dilakukan langsung oleh Kepala Dinas melalui CCTV di ruang Kepala Dinas. 

5. Jumlah Pelaksana Petugas Front Office, Operator, Kepala Seksi dan Kepala Bidang (10 orang). 

6. Jaminan Pelayanan Diwujudkan dalam Kualitas layanan dan produk pelayanan yang sesuai SOP 
dengan didukung SDM yang profesional dengan perilaku 5 S. 

7. Jaminan Keamanan dan 
Keselamatan pelayanan 

Belum ada tenaga keamanan/ Security. 

8. Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi pelaksana akan dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun untuk 
selanjutnya dilakukan perbaikan. 
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  Standar Pelayanan Penerbitan  Perubahan Nama 

A.  Komponen  Standar Pelayanan yang terkait  dengan proses penyampaian pelayanan 

NO. KOMPONEN U RA I A N 

1. Persyaratan Pelayanan 1. Salinan Putusan PN; 
2. Kutipan Akta Catatan Sipil; 
3. Kutipan  akta Perkawinan; 
4. Foto Copy KK; 
5. Foto Copy Ktp. 

2. Sistem, mekanisme, dan 
prosedur 

1. Pemohon mengambil kartu antrian; 
2. Pemohon menyerahakan berkas ke petugas; 
3. Pemohon mendapat kartu pengambilan. 

3. Jangka Waktu penyelesaian  Paling lambat 1 hari kerja setelah berkas lengkap. Sesuai hasil rapat dinas 
tanggal 31 Januari 2019. 

4. Biaya / Tarif Sesuai dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 semua Administrasi 
Gratis. 

5. Produk Pelayanan Perubahan Nama. 

6. Penanganan Pengaduan, 
saran dan masukan. 

Aduan, Saran dan masukan dapat dilakukan sesuai Prosedur. 
1. Datang langsung;  
2. Melaui surat pengaduan.  

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan Internal Organisasi 
meliputi : 

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, 
sebagaimana telah di ubah dengan Undang–Undang Nomor 24 tahun 2013; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang– 
Undang Nomor 23 Tahun 2006 telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 102 Tahun 2012; 

3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2006 tentang Persyaratan  dan tata cara 
Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang buku dan 
formulir yang digunakan dalam pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 

2. Sarana dan Prasarana 1. Tempat duduk mengantri dan ber AC; 
2. WC; 
3. Tempat Laktasi; 



4. Tempat Parkir; 
5. Kotak Pengaduan; 
6. Difabel (Jalan Khusus); 
7. Sms  GATE WAY. 

3. Kompetensi Pelaksana 1. Berpenampilan menarik (5S); 
2. Menguasai SOP; 
3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang terkait; 
4. Memiliki pengetahuan tentang tata kelola pemerintahan yang baik; 
5. Mampu berkomunikasi baik lisan maupun tertulis; 
6. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efesien; 
7. Mampu bekerjasama dalam tim; 
8. Mampu mengoperasikan computer; 
9. Mampu menguasai pengetahuan teknis. 

4. Pengawasan Internal -Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi 
(setiap bulan) dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting; 
-Dilakukan langsung oleh Kepala Dinas melalui CCTV di ruang Kepala Dinas. 

5. Jumlah Pelaksana Petugas Pront Office, Operator, Kepala Seksi dan Kepala Bidang (10 orang). 

6. Jaminan Pelayanan Diwujudkan dalam Kualitas layanan dan produk pelayanan yang sesuai SOP 
dengan didukung SDM yang profesional dengan perilaku 5 S. 

7. Jaminan Keamanan dan 
Keselamatan pelayanan 

Belum ada tenaga keamanan/Security. 

8. Evaluasi Kinerja Pelaksana Evaluasi pelaksana akan dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun untuk 
selanjutnya dilakukan perbaikan. 

Standar Pelayanan Penerbitan Pencatatan Pengesahan Anak 
A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan 

NO. KOMPONEN                           U R A I A N  

1. Persyaratan Pelayanan 1. Surat Pengantar RT mengetahui Kepala Desa; 
2. Foto Copy Akta Kelahiran; 
3. Foto Copy akta Perkawinan; 
4. Foto Copy KK; 
5. Foto Copy KTP Pemohon. 

2. Sistem, mekanisme, dan 
prosedur 

1. Pemohon mengambil kartu antrian; 
2. Pemohon menyerahakan berkas ke petugas; 
3. Pemohon mendapat kartu pengambilan. 

3. Jangka Waktu penyelesaian  Paling lambat 1 hari kerja setelah berkas lengkap. Sesuai hasil rapat dinas 
tanggal 31 Januari 2019. 

4. Biaya / Tarif Sesuai dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 semua Administrasi 
Gratis. 

5. Produk Pelayanan Pengesahan Anak. 

6. Penanganan Pengaduan, 
saran dan masukan. 

 Aduan, Saran dan masukan dapat dilakukan sesuai Prosedur. 
1. Datang langsung  
2. Melaui surat pengaduan  

B. Komponen Standar  Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan Internal Organisani 

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan, 
sebagaimana telah di ubah dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 102 tahun 2012;  

3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2006 tentang Persyaratan  dan Tata 
Cara Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang buku dan 
formulir yang digunakan dalam pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 
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Standar Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran Terlambat 
A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait  dengan proses penyampaian pelayanan 

NO. KOMPONEN U RA I A N 

1. Persyaratan Pelayanan 1. Surat keterangan dari bidan/dokter; 
2. Nama Indentitas saksi, KK orang tua, Akta Perkawinan orang tua; 
3. Ktp orang tua untuk anak kurang 17 tahun. 

2. Sistem, mekanisme, dan 
prosedur 

1. Pemohon mengisi formulir permohonan; 
2. Pemohon melengkapi persyaratan; dan 
3. Pemohon memasukan berkas ke Front Office. 

3. Jangka Waktu 
penyelesaian  

Paling lambat 1 hari kerja setelah berkas lengkap. Sesuai hasil rapat dinas tanggal 31 
Januari 2019. Apabila melalui perantara paling lambat 14 hari kerja. 

4. Biaya / Tarif Sesuai dengan Undang –Undang Nomor 24 Tahun 2013 semua Administrasi Gratis. 

5. Produk Pelayanan Akta Kelahiran Terlambat. 

6. Penanganan Pengaduan, 
saran dan masukan 

Aduan, Saran dan masukan dapat dilakukan sesuai Prosedur. 
1. Datang langsung;  
2. Melaui surat pengaduan.  

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan Internal Organisani 
meliputi: 

1. Dasar Hukum 1. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan 
sebagaimana telah di ubah dengan Undang–Undang Nomor 24 tahun 2013; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang–Undang 
Nomor 23 Tahun 2006 telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 tahun 
2012; 

2. Sarana dan Prasarana 1. Tempat duduk mengantri dan ber AC; 
2. WC; 
3. Tempat Laktasi; 
4. Tempat Parkir; 
5. Kotak Pengaduan; 
6. Difabel (Jalan Khusus); 
7. Sms  GATE WAY. 

3. Kompetensi Pelaksana 1. Berpenampilan menarik (5S); 
2. Menguasai SOP; 
3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang terkait; 
4. Memiliki pengetahuan tentang tata kelola pemerintahan yang baik; 
5. Mampu berkomunikasi baik lisan maupun tertulis; 
6. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efesien; 
7. Mampu bekerjasama dalam tim; 
8. Mampu mengoperasikan computer; 
9. Mampu menguasai pengetahuan teknis. 

4. Pengawasan Internal Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi 
(setiap bulan) dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang diangg penting; 
Dilakukan langsung oleh Kepala Dinas melalui CCTV di ruang Kepala Dinas. 

5. Jumlah Pelaksana Petugas Pront Office, Operator, Kepala Seksi dan Kepala Bidang (10 orang). 

6. Jaminan Pelayanan  Diwujudkan dalam Kualitas layanan dan produk pelayanan yang sesuai SOP 
dengan didukung SDM yang profesional dengan perilaku 5 S. 

7. Jaminan Keamanan dan 
Keselamatan pelayanan 

Belum ada tenaga keamanan/ Security. 

8. Evaluasi Kinerja Pelaksana Evaluasi pelaksana akan dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun untuk  
selanjutnya dilakukan perbaikan. 
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3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara 
Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

2. Sarana dan Prasarana 1. Tempat duduk mengantri dan ber AC; 
2. WC; 
3. Tempat Laktasi; 
4. Tempat Parkir; 
5. Kotak Pengaduan; 
6. Difabel (Jalan Khusus ); 
7. Sms  GATE WAY. 

3. Kompetensi Pelaksana 1. Berpenampilan menarik (5S); 
2. Menguasai SOP; 
3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang terkait; 
4. Memiliki pengetahuan tentang tata kelola pemerintahan yang baik; 
5. Mampu berkomunikasi baik lisan maupun tertulis; 
6. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efesien; 
7. Mampu bekerjasama dalam tim; 
8. Mampu mengoperasikan computer; 
9. Mampu menguasai pengetahuan teknis. 

4. Pengawasan Internal Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi 
(setiap bulan) dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting; 
Dilakukan langsung oleh Kepala Dinas melalui CCTV di ruang Kepala Dinas. 

5. Jumlah Pelaksana Petugas Pront Office, Operator, Kepala Seksi dan Kepala Bidang (10 orang). 

6. Jaminan Pelayanan Diwujudkan dalam Kualitas layanan dan produk pelayanan yang sesuai SOP 
dengan didukung SDM yang profesional dengan perilaku 5 S. 

7. Jaminan Keamanan dan 
Keselamatan pelayanan 

Belum ada tenaga keamanan. 

8. Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi pelaksana akan dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun untuk selanjutnya 
dilakukan perbaikan. 
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Standar Pelayanan Penerbitan Pencatatan Lahir Mati Orang Asing Umum 
A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan 

  

NO. KOMPONEN U RA I A N 

1. Persyaratan Pelayanan 1. Surat Keterangan dari desa; 
2. Surat keterangan dari Dokter/ paramedis; 
3. Kk Bagi yang tinggal tetap; 
4. Surat keterangan bagi yang tinggal terbatas; 
5. Paspor bagi kunjungan. 

2. Sistem, mekanisme, dan 
prosedur 

1. Pemohon mengambil kartu antrian; 
2. Pemohon menyerahakan berkas ke petugas; 
3. Pemohon mendapat kartu pengambilan. 

3. Jangka Waktu penyelesaian  Paling lambat 1 hari kerja setelah berkas lengkap. 

4. Biaya / Tarif Sesuai dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 semua Administrasi 
Gratis. 

5. Produk Pelayanan Akta Kematian. 

6. Penanganan Pengaduan, 
saran dan masukan. 

Aduan, Saran dan masukan dapat dilakukan sesuai Prosedur. 
1. Datang langsung;  
2. Melaui surat pengaduan.  

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan Internal Organisani 
meliputi : 



1. Dasar Hukum 1. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 
sebagaimana telah di ubah dengan Undang–Undang Nomor 24 tahun 2013; 

2. Peraturan Pemerintah no 37 taun 2007 tentang pelaksanaan Undang–
Undang Nomor 23 Tahun 2006 telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 102 Tahun 2012; 

3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan tata cara 
Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang buku dan 
formulir yang digunakan dalam pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 

2. Sarana dan Prasarana 1. Tempat duduk mengantri dan ber AC; 
2. WC; 
3. Tempat Laktasi; 
4. Tempat Parkir; 
5. Kotak Pengaduan; 
6. Difabel (Jalan Khusus); 
7. Sms GATE WAY. 

3. Kompetensi Pelaksana 1. Berpenampilan menarik (5S); 
2. Menguasai SOP; 
3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang terkait; 
4. Memiliki pengetahuan tentang tata kelola pemerintahan yang baik; 
5. Mampu berkomunikasi baik liasan maupun tertulis; 
6. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efesien; 
7. Mampu bekerjasama dalam tim; 
8. Mampu mengoperasikan computer; 
9. Mampu menguasai pengetahuan teknis. 

4. Pengawasan Internal Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi 
(setiap bulan) dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting; 
Dilakukan langsung oleh Kepala Dinas melalui CCTV di ruang Kepala Dinas. 

5. Jumlah Pelaksana Petugas Pront Office, Operator, Kepala Seksidan Kepala Bidang (10 orang). 

6. Jaminan Pelayanan Diwujudkan dalam Kualitas layanan dan produk pelayanan yang sesuai SOP 
dengan didukung SDM yang profesional dengan perilaku 5 S. 

7. Jaminan Keamanan dan 
Keselamatan pelayanan 

Belum ada tenaga keamanan/ Security. 

8. Evaluasi Kinerja Pelaksana Evaluasi pelaksana akan dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun untuk 
selanjutnya dilakukan perbaikan. 



Standar Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran Terlambat 
A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan 

  

NO. KOMPONEN U RA I A N 

1. Persyaratan Pelayanan 1. Surat keteranagan dari bidan/dokter.Nama Indentitas saksi, KK orang tua, Akta 
Perkawinan Orang tua; 

2. Ktp orang tua untuk anak kurang 17 tahun. 

2. Sistem, mekanisme, dan 
prosedur 

1. Pemohon mengisi formulir permohonan; 
2. Pemohon melengkapi persyaratan; dan 
3. Pemohon memsukan berkas ke Front Office. 

 3. Jangka Waktu 
penyelesaian  

Paling lambat 1 hari kerja setelah berkas lengkap. Sesuai hasil rapat tanggal 31 
Januari 2019. Dan apabila melalui biro jasa paling lambat 14 hari kerja. 

4. Biaya / Tarif Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 semua Administrasi Gratis. 

5. Produk Pelayanan Akta Kelahiran. 

6. Penanganan Pengaduan, 
saran dan masukan. 

Aduan, Saran dan masukan dapat dilakukan sesuai Prosedur. 
1. Datang langsung;  
2. Melalui surat pengaduan  

B. Komponen Standar  Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan Internal Organisani 
meliputi : 

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan 
sebagaimana telah di ubah dengan Undang–Undang Nomor 24 tahun 2013; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang– 
Undang Nomor 23 Tahun 2006 telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
102 tahun 2012; 

3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara 
Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

2. Sarana dan Prasarana 1. Tempat duduk mengantri dan ber AC; 
2. WC; 
3. Tempat Laktasi; 
4. Tempat Parkir; 
5. Kotak Pengaduan; 
6. Difabel (Jalan Khusus); 
7. Sms GATE WAY. 

3. Kompetensi Pelaksana 1. Berpenampilan menarik (5S); 
2. Menguasai SOP; 
3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang terkait; 
4. Memiliki pengetahuan tentang tata kelola pemerintahan yang baik; 
5. Mampu berkomunikasi baik liasan maupun tertulis; 
6. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efesien; 
7. Mampu bekerjasama dalam tim; 
8. Mampu mengoperasikan computer; 
9. Mampu menguasai pengetahuan teknis. 

4. Pengawasan Internal Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi 
(setiap bulan) dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting; 
Dilakukan langsung oleh Kepala Dinas melalui CCTV di ruang Kepala Dinas.  

5. Jumlah Pelaksana Petugas Pront Office, Operator, Kepala Seksi dan Kepala Bidang (10 orang). 

6. Jaminan Pelayanan Diwujudkan dalam Kualitas layanan dan produk pelayanan yang sesuai SOP dengan 
didukung SDM yang profesional dengan perilaku 5 S. 

7. Jaminan Keamanan dan 
Keselamatan pelayanan 

 Belum ada tenaga keamanan. 
 

8. Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Evaluasi pelaksana akan dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun untuk selanjutnya 
dilakukan perbaikan. 
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SOP PELAYANAN PEREKAMAN KTP-el SECARA MOBILE DI DESA / SEKOLAH 

NO 

KEGIATAN PELAKSANA MUTU BAKU 

KET Pemohon 

Desa/Sekolah 
DINAS PETUGAS MASYARAKAT KELENGKAPAN 

WAKTU/ 

BERKAS 
OUTPUT 

 

1. 

 

Menyampaikan Surat Permintaan 
Pelaksanaan perekaman KTP-el di 

Desa/Sekolah 

     

Surat 

permintaan 
perekaman 

dengan disertai 

jumlah yang 

akan direkam 

 

2 menit -Surat 

Permintaan 
Perekaman 

dari Desa/ 

Sekolah 

SOP 
Penangana

n Surat 

Keluar 

 

2. 

 

Menerima dan memeriksa surat dari 
pemohon serta menyampaikan surat 

pemberitahuan jadwal pelaksanaan 

perekaman KTP-el secara mobile 

     

- Mobile 
Operasional 

- ATK 

- Komputer 

- Telegram 

 

 

1 hari 
 

-Surat 
pemberitah

uan 

perekaman 

ke Desa / 

Sekolah 

 

 

3. 

 

Menyiapkan tempat dan sarana 
pelaksanaan dan menginformasikan ke 

masyarakat/siswa 

     

- Surat 
pemberitahua

n perekaman 

dari Dinas  

Dukcapil 

- ATK 
- Tempat 

Kegiatan 

 

 

 

1 hari 
 

Jadwal dan 
Tempat 

Kegiatan 
 

 

4. 

 

Masyarakat/Siswa membawa 

persyaratan yang diperlukan 
 

     

- Fotocopy KK 

 

 

10 menit 
 

Data sudah 

masuk 
dalam KK 

 

 

5. 

 

Petugas melaksanakan perekaman 

     

- Fotocopy KK 

- Alat 

perekaman 

Mobile KTP-el 

 

10 menit 
 

Jumlah 

hasil 

perekaman 

 

 
6. 

 
Mentransfer data perekaman KTP-el 

mobile ke data AFIS 

     
- Data hasil 

perekaman 

 

 
1 Jam 

 
Data siap 

dikirim  

 



 



 



 



Ya 

SOP PENERBITAN KK BARU BAGI ORANG ASING 

NO KEGIATAN 

 PELAKSANA MUTU BAKU KET 

PEMOHON 

 
COSTUMER 

SERVICE 

 
PETUGAS 

REGISTRASI 

 
OPERATOR 

KOMPUTER 
KASI KABID KADIS KELENGKAPAN 

WAKTU/ 
BERKAS OUTPUT  

 
1. 

 
Membawa 

kelengkapan/persyaratan, 

mengisi dan 

menandatangani formulir 

 
 

        
- F.1-02 

- F – 1.09 

- F – 1.10   

- Fotocopy Pasport 
- Fotocopy Karti Izin 

Tinggal Terbatas 
- Surat Tanda 

Melapor dari 
Kepolisian 

 
15 

menit 

 

 

2. Menerima dan memeriksa 

kelengkapan persyaratan. 

Jika tidak lengkap 

dikembalikan ke 
pemohon. Jika lengkap 

memberikan nomor 

antrian kepada pemohon 

dan mengarahkan 

kepetugas registrasi 

 

        

- Komputer dan 

ATK 

 

5 Menit 

 

 

3. Menerima dan memeriksa 
formulir Penerbitan 

biodata penduduk orang 

asing (F-1.17) serta 

mencatat ke dalam Buku 

Harian Peristiwa 
Kependudukan dan 

Peristiwa Penting (Buku 

Harian)  model BK-1.05 

 

    
 

    

- Buku agenda 

 
15  

menit 

 

 

4. Melakukan verifikasi dan 

validasi data serta 
merekam data ke dalam 

database Sistem Informasi 

Administrasi 

Kependudukan (SIAK)  

 

 
 

        

- Perangkat 

Komputer  

- Aplikasi SIAK 

 

20  
menit 

 

 

Tidak 

Ya 

Tidak 



Ya 

Tidak 

 

5. 

 

Mencetak KK orang asing 

 

        

- Atk 

- Perangkat 

computer 

- Blanko KK 
dan 

- Aplikasi SIAK 

 

5  

menit 

 

 

 6. Memeriksa KK orang asing 

dan memberikan paraf 

untuk  diteruskan ke 
kabid, apabila tidak sesuai 

maka dikembalikan ke 

operator  

 

        

- Disposisi 

 

15   

menit 

 

 

 

7. 

 

Memeriksa KK Warga 

Negara Indonesia dan 
memberikan paraf  untuk 

diteruskan ke kepala dinas                       

          

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

- ATK 

 

15  

menit 

 

 

 

 

8. 

 

 

Menerbitkan dan 
menandatangani KK 

 

 

        

- ATK 

 

5  

menit 

 

 

9. Membubuhkan cap dinas, 

memilah berkas untuk 

diserahkan kepada 
pemohon serta 

mengarsipkan berkas 

 

        

- Cap Dinas 

 

10  

menit 

 

 

  

Ya 

Tidak 



 



  



 



  



 



  





BAB III 

STANDAR PROSES PENGOLAHAN PELAYANAN MANUFACTURING MELIPUTI : 

 

Dasar hukum   :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sarana dan prasarana dan /atau fasilitas : 

 

 

Kompetensi pelaksana :  - 

Pengawasan Internal  : monitoring dan evaluasi 

Jumlah Pelaksana  : 2 petugas customer service, 4 petugas loket penerimaan, 1   

    petugas loket cetak ktp-elektronik, 1 petugas pengaduan, 2   

    pejabat penerima pengaduan. 

Jaminan Pelaksana  : - 

Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan : - 

Evaluasi Kinerja Pelaksana     : 6 bulan / sekali di evaluasi 

 

 

 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2006 Keterbukaan 

Informasi Publik. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang 

Pelaksana Undang. 

3. Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi 

Kependudukan. 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang 

Pelayanan Publik. 

5. Perpres Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan 

Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil. 

6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Yang Telah Di 

Ubah Menjadi Peraturan. 

7. Presiden Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Penerapan 

Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk 

Kependudukan Secara Nasional.  

8. Oeraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 

Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk 

Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional. 

- Ruang tunggu ber-AC 

- Sarana khusus bagi pengguna layanan 

berkebutuhan khusus 

- Toilet khusus 



BAB IV 

PENUTUP 

 

Tujuan Penyusunan Pedoman Standar Pelayanan ini adalah untuk memberikan kepastian, 

meningkatkan kualitas dan kinerja pelauanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan 

kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat. 

Sasaran Pedoman Standar Pelayanan adalah agar setiap penyelenggara mampu menyusun, 

menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik dengan baik dan konsisten. 

Standar Pelayanan yang tekah disusun perlu dilakukan perbaikan secara berkelanjutan sesuai 

hasil pemantauan dan evaluasi sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik. Dalam 

melakukan perbaikan, perlu memperhatikan pengaduan masyarakat serta kemungkinan replikasi inovasi 

pelayanan publik. 

Dalam penyusunan, penetapan dan penerapan Standar Pelayanan. Penyelenggara pelayanan 

publik dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 

Keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan di lingkungan organisasi 

penyelenggara pelayanan publik ditentukan oleh komtmen dan konsisten para pelaksana dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik. 

Penyelenggara wajib merubah Standar Pelayanan apabila terdapat adanya perubahan kebijakan, 

inovasi dalam pelayanan, penerapan teknologi inovasi, bisnis proses, dan perubahan lainnya. 

  



 


